
BUPATI BANGLI 
PROVINSI BALI

Menimbang

Mengingat:

PERATURAN BUPATI BANGLI 
NOMOR 44 TAHUN 2025

TENTANG

STANDAR HARGA SATUAN PEMERINTAH DAERAH 
TAHUN ANGGARAN 2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BANGLI,

: a. bahwa untuk menunjang penyelenggaraan
pelaksanaan tugas pada satuan kerja perangkat 
daerah diperlukan standarisasi harga pemerintah 
daerah demi terwujudnya pengelolaan keuangan 
daerah yang baik dan peningkatan pelayanan kepada 
masyarakat;

b. bahwa untuk memberikan pedoman bagi perangkat 
daerah dalam menyusun rencana kerja anggaran 
diperlukan standar harga satuan pemerintah daerah;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (4) 
Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2022 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah, analisis standar 
belanja, standar teknis dan standar harga satuan 
ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu 
menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Harga 
Satuan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2027;

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 
13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan



Menetapkan :

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 
Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- 
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Keija 
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang 
Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6871);

5. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 2024 tentang 
Kabupaten Bangli di Provinsi Bali (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 259, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 7010);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk 
Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2018 Nomor 157);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 
1781);

9. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2022 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 
Kbupaten Bangli Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR HARGA SATUAN 
PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2027.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Bangli.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bangli.



3. Bupati adalah Bupati Bangli.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang 

selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan 
tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan 
Daerah.

5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan 
Pemerintah Daerah.

6. Standar Harga Satuan yang selanjutnya disingkat SHS 
adalah harga satuan barang dan jasa yang ditetapkan 
dengan mempertimbangkan tingkat kemahalan regional 
di Daerah.

7. Analisis Standar Belanja yang selanjutnya disingkat ASB 
adalah standar yang digunakan untuk menganalisis 
penilaian kewajaran beban keija dan belanja yang 
dianggarkan dalam rencana keija dan anggaran 
Perangkat Daerah dalam merencanakan suatu kegiatan.

8. Rencana Keija dan Anggaran Satuan Keija Perangkat 
Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah 
dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja 
Perangkat Daerah atau dokumen yang memuat rencana 
pendapatan, belanja dan pembiayaan Perangkat Daerah 
yang melaksanakan fungsi bendahara umum Daerah 
yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan 
APBD.

9. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Keija Perangkat 
Daerah yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah 
dokumen yang memuat pendapatan dan belanja atau 
dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan 
pembiayaan Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi 
bendahara umum Daerah yang digunakan sebagai dasar 
pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.

10. Harga Satuan Pokok Kegiatan yang selanjutnya disingkat 
HSPK adalah harga komponen kegiatan fisik/non fisik 
melalui analisis untuk setiap jenis komponen kegiatan 
dengan menggunakan SHS sebagai elemen penyusunnya.

11. Perencanaan Kebutuhan adalah kegiatan merumuskan 
rincian kebutuhan barang milik Daerah untuk 
menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu 
dengan keadaan yang sedang beijalan sebagai dasar 
dalam melakukan tindakan pemenuhan kebutuhan yang 
akan datang.

12. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya 
disingkat PPKD adalah kepala Perangkat Daerah yang 
mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan 
bertindak sebagai bendahara umum Daerah.

13. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya 
disingkat TAPD adalah Tim yang dibentuk dengan 
Keputusan Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah 
yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan 
kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah yang anggotanya terdiri 
dari pejabat perencana Daerah, PPKD dan pejabat lainnya 
sesuai dengan kebutuhan.

14. Sistem Informasi Pemerintahan Daerah yang selanjutnya 
disingkat SIPD adalah pengelolaan informasi 
pembangunan Daerah, informasi keuangan Daerah, dan



informasi pemerintahan daerah lainnya yang saling 
terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan 
pembangunan Daerah.

Pasal 2

(1) SHS digunakan dalam perencanaan dan pelaksanaan 
APBD.

(2) Dalam perencanaan anggaran, SHS berfungsi sebagai:
a. batas tertinggi yang besarannya tidak dapat dilampaui 

dalam penyusunan RKA-SKPD;
b. referensi penyusunan proyeksi prakiraan maju; dan
c. bahan penghitungan pagu indikatif APBD.

(3) Dalam pelaksanaan anggaran, SHS berfungsi sebagai 
batas tertinggi yang besarannya tidak dapat dilampaui 
dalam pelaksanaan anggaran kegiatan.

Pasal 3

(1) SHS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) 
meliputi:
a. SSH;
b. ASB;
c. HSPK; dan
d. biaya honorarium dan biaya lainnya.

(2) SSH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, 
tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian 
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(3) ASB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, 
tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian 
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(4) HSPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, 
tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian 
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(5) Biaya honorarium dan biaya lainnya sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf d, tercantum dalam 
Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan 
dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

(1) Dalam hal terdapat perubahan harga pasar dan/atau 
kebijakan dibidang perencanaan dan pelaksanaan 
anggaran, dapat dilakukan perubahan SHS.

(2) Perubahan SHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
harus memenuhi standar operasional prosedur yang 
ditetapkan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan 
urusan pemerintahan di bidang keuangan, pendapatan 
dan aset Daerah.

Pasal 5

Dalam hal terdapat SHS yang tidak tercantum dan/atau 
berbeda dari SHS berdasarkan Peraturan Bupati ini dan 
ditetapkan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-



undangan yang lebih tinggi, maka Pemerintah Daerah dapat 
menggunakan SHS yang ditetapkan berdasarkan ketentuan 
peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kabupaten Bangli.

Ditetapkan di Bangli
pada tanggal 30 Desember 2025

BUPATI BANGLI

SANG NYOMAN SEDANA ARTA

Diundangkan di Bangli
pada tanggal 30 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGLI,

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGLI TAHUN 2025 NOMOR 44.


